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ABSTRACT 

A landslide in Pasir Madang Village, Sukajaya Subdistrict, Bogor Regency 

caused damage to residential areas and prompted the government to designate a 

relocation site for the affected communities. The selection of the relocation site must 

not only take safety considerations into account but also comply with the applicable 

spatial plan. This study aims to identify the factors considered in the designation of 

the relocation area and to analyze the compliance of land use in the relocation area 

with the 2024-2044 Bogor Regency Spatial Plan (RTRW).  

This study employs a qualitative method with a spatial descriptive approach 

based on Geographic Information Systems (GIS). Data collection was conducted 

through interviews, observations, document reviews, and spatial data, including 

land-use maps, administrative boundaries, and the Regional Spatial Plan (RTRW). 

Qualitative descriptive analysis was used to identify the factors influencing the 

designation of relocation areas, and overlay techniques were employed to analyze 

the compatibility of land use in the relocation areas with the 2024-2044 Bogor 

Regency Spatial Plan (RTRW). 

The research results show that the designation of relocation areas based on 

the PVMBG study took into account morphological conditions, slope gradients, 

geological conditions, landslide vulnerability levels, land ownership status, and the 

availability of facilities and infrastructure. A suitability analysis indicates that land 

use in Pasir Madang Village is predominantly in the “compliant” category 

according to the RTRW at 67.57%, while the “non-compliant” category accounts 

for 32.60%. The relocation area is located within an agricultural zone, and its land 

use is in accordance with the guidelines of the Bogor Regency RTRW, thereby 

supporting disaster mitigation efforts and the sustainability of settlements for 

affected communities. 

Keywords: Land Use Suitability, Relocation Area Designation, Spatial Plans, Post-

Landslide Disaster 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Indonesia merupakan negara yang secara geografis sangat rawan terhadap 

bencana alam seperti gunung meletus, tanah longsor, banjir, dan gempa bumi. 

Hal ini disebabkan oleh karakteristik alam Indonesia berupa zona pertemuan 

lempeng tektonik, kemiringan lereng yang cukup ekstrem, serta curah hujan 

yang tinggi. Wilayah Kabupaten Bogor khususnya di Kecamatan Sukajaya, 

dengan topografi perbukitan yang curam dan intensitas curah hujan yang 

tinggi, menjadikan daerah ini sebagai salah satu zona dengan tingkat 

kerentanan tinggi terhadap bencana longsor.  Kerentanan wilayah terhadap 

longsor tidak hanya dipengaruhi oleh faktor geologis dan iklim, tetapi juga oleh 

bagaimana masyarakat memanfaatkan lahan dan ruang.  

Perkembangan kehidupan manusia dengan meningkatnya kebutuhan akan 

ruang menyebabkan tanah menjadi salah satu unsur yang sangat vital bagi 

keberlangsungan hidup masyarakat. Tanah tidak hanya berfungsi sebagai 

tempat tinggal dan lahan usaha, tetapi juga memiliki nilai sosial dan ekonomi 

yang tinggi. Menurut Arisaputra (2015:55), menyatakan bahwa sebagian besar 

manusia bergantung pada tanah sebagai sumber kehidupan, baik melalui 

kegiatan pertanian, perkebunan, maupun sebagai tempat bermukim, bahkan 

pada akhirnya tanah juga menjadi tujuan akhir dari kehidupan manusia itu 

sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa tanah memiliki keterkaitan yang sangat 

erat dengan kehidupan manusia, sehingga pemanfaatannya harus dikelola 

dengan bijak dan berkelanjutan. Agar tidak disalahgunakan dalam hal 

peruntukan, penggunaan, atau pemanfaatannya bagi kehidupan masyarakat, 

diperlukan adanya pengaturan dan pengawasan negara terhadap tanah. Pasal 

33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), berbunyi sebagai 

berikut: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai 

oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 

Kata “dikuasai” tidak berarti bahwa negara memiliki tanah tersebut secara 
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langsung, melainkan menunjukkan bahwa negara memiliki peran penting 

dalam mengatur pemanfaatan, ketersediaan, dan pemeliharaan tanah. Dengan 

demikian, negara berwenang menetapkan aturan mengenai hubungan hukum 

yang mengikat orang dengan tanahnya, dan mengatur tindakan hukum yang 

dilakukan terhadap tanah tersebut. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 2 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria (UUPA). Tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan kemakmuran 

bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan cita-cita bangsa. Perubahan bentuk 

dan kondisi fisik lahan akibat bencana alam, seperti tanah longsor, dapat 

menyebabkan terganggunya fungsi ruang yang sebelumnya dimanfaatkan 

untuk permukiman maupun kegiatan ekonomi. Perubahan tersebut 

menimbulkan kebutuhan penataan kembali ruang agar pemanfaatannya tetap 

sesuai dengan ketentuan perencanaan wilayah dan aman bagi masyarakat. 

Desa Pasir Madang menghadapi fenomena alam berupa bencana tanah 

longsor yang mengancam kesejahteraan masyarakat. Tanah longsor adalah 

salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran 

keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat dari terganggunya kestabilan 

tanah atau batuan penyusun lereng tersebut (Fitriani & Patmiati, 2019). 

Peristiwa bencana tanah longsor terjadi di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten 

Bogor, Jawa Barat, pada 1 Januari 2020. Berdasarkan informasi dari BPBD 

Kabupaten Bogor, tercatat 8 orang menjadi korban, dengan 6 orang ditemukan 

meninggal dunia dan 2 orang lainnya dinyatakan hilang. Tingginya intensitas 

curah hujan menjadi faktor utama yang memicu terjadinya longsor di wilayah 

tersebut (BPBD Kabupaten Bogor, 2020). Wilayah ini berada pada zona 

perbukitan/lereng dengan kemiringan lahan relatif curam, sehingga memiliki 

kerentanan tinggi terhadap bencana tanah longsor. Fenomena ini tidak hanya 

mengancam keselamatan jiwa, tetapi juga merusak berbagai infrastruktur serta 

menimbulkan ketidakpastian dalam penataan ruang yang sudah ada. Peristiwa 

tanah longsor menjadi pengingat bahwa penataan ruang perlu disesuaikan 

kembali setelah bencana agar dampaknya tidak semakin meluas (Fauza Pratiwi 

dkk., 2022). Dahulu, Desa Pasir Madang di Kecamatan Sukajaya secara 
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ekologis merupakan bagian hulu dari sistem daerah aliran sungai (DAS), 

seharusnya berfungsi sebagai kawasan resapan air. Namun seiring berjalannya 

waktu, wilayah yang awalnya berperan penting dalam menyerap air hujan 

tersebut berubah fungsi karena telah ditempati oleh masyarakat. Akibat 

perubahan tersebut, kemampuan lahan untuk menyerap air menurun, karena 

pada saat curah hujan tinggi, air tidak terserap secara optimal sehingga 

menimbulkan erosi permukaan dan akhirnya menyebabkan tanah longsor. Oleh 

sebab itu, pembangunan permukiman sebaiknya tidak dilakukan di kawasan 

rawan longsor agar risiko dan dampak bencana di masa depan dapat dikurangi 

(Miftakhul Huda dkk., 2024).  

Berdasarkan kondisi di atas, bencana tanah longsor di Desa Pasir Madang 

mengakibatkan kerusakan pada kawasan permukiman, lahan pertanian, dan 

berbagai infrastruktur sehingga sebagian wilayah tidak lagi layak dihuni dan 

memerlukan penataan kembali pascabencana. Kondisi tersebut mendorong 

pemerintah menetapkan kawasan relokasi bagi masyarakat terdampak sebagai 

bagian dari upaya pemulihan pascabencana. Relokasi dilakukan untuk 

memindahkan masyarakat dari wilayah yang memiliki tingkat risiko tinggi ke 

lokasi yang dinilai lebih aman (Sepriyansyah, 2014). Namun, penetapan 

kawasan relokasi tidak hanya mempertimbangkan aspek keamanan dari 

ancaman tanah longsor, tetapi juga harus memperhatikan kesesuaian 

penggunaan tanah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang 

berlaku. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang yang menegaskan bahwa setiap pemanfaatan ruang wajib 

sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, 

kawasan relokasi harus berada pada zona yang diperuntukkan bagi 

permukiman dan tidak bertentangan dengan kebijakan penataan ruang daerah. 

Selain itu, penetapan kawasan relokasi juga perlu mempertimbangkan kondisi 

fisik lahan, tingkat kerawanan bencana, status penguasaan tanah, ketersediaan 

sarana dan prasarana, dan keberlanjutan kehidupan sosial ekonomi masyarakat 

terdampak. 
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Dampak bencana tanah longsor di Desa Pasir Madang tidak hanya berupa 

kerusakan pada kawasan permukiman dan lahan pertanian, tetapi juga 

menyebabkan perubahan pemanfaatan ruang yang memerlukan penataan 

kembali pascabencana. Tanah yang sebelumnya dimanfaatkan sebagai 

permukiman tidak lagi layak dihuni akibat kerusakan fisik lahan dan 

meningkatnya risiko bencana, sehingga diperlukan upaya penataan ruang untuk 

mendukung proses pemulihan wilayah terdampak. Oleh karena itu, penetapan 

kawasan relokasi menjadi salah satu langkah strategis dalam proses rehabilitasi 

dan rekonstruksi pascabencana untuk menjamin keselamatan masyarakat. 

Penetapan kawasan relokasi tidak hanya mempertimbangkan aspek keamanan 

dari ancaman bencana, tetapi juga harus memperhatikan kondisi fisik lahan, 

kesesuaian terhadap rencana tata ruang, ketersediaan lahan, aksesibilitas, dan 

aspek sosial ekonomi masyarakat terdampak. Oleh karena itu, diperlukan 

kajian kelayakan lokasi sebagai dasar dalam menentukan lokasi relokasi yang 

tepat. 

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengkaji kesesuaian penggunaan tanah 

pada kawasan relokasi pascabencana tanah longsor di Desa Pasir Madang, 

Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Kajian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan 

kawasan relokasi serta menganalisis kesesuaian penggunaan tanah pada 

kawasan relokasi terhadap regulasi penataan ruang yang berlaku. Hasil 

penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kesesuaian 

penggunaan tanah pada kawasan relokasi dan menjadi bahan pertimbangan 

bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kawasan relokasi yang aman, sesuai 

dengan rencana tata ruang, dan berkelanjutan. 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, peneliti melakukan penelitian ini 

sebagai dasar dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Kesesuaian 

Penggunaan Tanah Pada Kawasan Relokasi Pascabencana Tanah 

Longsor Di Desa Pasir Madang, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten 

Bogor”. 

 



5 
 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan dalam 

penelitian sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan dalam penetapan kawasan 

relokasi pascabencana tanah longsor di Desa Pasir Madang? 

2. Bagaimana kesesuaian penggunaan tanah pada kawasan relokasi di Desa 

Pasir Madang terhadap RTRW Kabupaten Bogor? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Mengidentifikasi faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan 

kawasan relokasi pascabencana tanah longsor di Desa Pasir Madang, 

Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. 

b. Menganalisis kesesuaian penggunaan tanah pada kawasan relokasi 

terhadap RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044 di Desa Pasir 

Madang, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor.  

2. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

akademis, sosial maupun praktis: 

a. Manfaat akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

dan menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang 

pertanahan, khususnya mengenai penetapan kawasan relokasi 

pascabencana tanah longsor. 

b. Manfaat sosial, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman 

kepada masyarakat mengenai penetapan kawasan relokasi yang 

memperhatikan aspek keamanan dan kesesuaian penggunaan tanah 

terhadap rencana tata ruang, sehingga dapat mendukung terciptanya 

lingkungan permukiman yang aman dan berkelanjutan. 
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c. Manfaat praktis, yaitu memberikan bahan pertimbangan bagi pemerintah 

daerah Kabupaten Bogor dan instansi terkait dalam menetapkan kawasan 

relokasi pascabencana tanah longsor dan memastikan kesesuaian 

penggunaan tanah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

untuk mendukung pemanfaatan ruang yang aman, sesuai peruntukan, dan 

berkelanjutan. 
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BAB VI  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan mengenai kesesuaian 

penggunaan tanah pada kawasan relokasi pascabencana tanah longsor di Desa 

Pasir Madang, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan kawasan relokasi 

pascabencana tanah longsor di Desa Pasir Madang meliputi kondisi 

morfologi, kemiringan lereng, kondisi geologi, tingkat kerentanan gerakan 

tanah, ketersediaan sarana dan prasarana, dan status kepemilikan tanah. 

Berdasarkan hasil kajian PVMBG, menunjukkan bahwa kawasan relokasi 

dinyatakan cukup layak sebagai lokasi permukiman dengan penerapan 

rekomendasi teknis mitigasi bencana. Dalam pelaksanaannya, penetapan 

kawasan relokasi masih menghadapi beberapa kendala, antara lain proses 

penyediaan sarana dan prasarana yang dilakukan secara bertahap, 

keterbatasan anggaran, dan pertimbangan sosial masyarakat.  

2. Penggunaan tanah pada kawasan relokasi di Desa Pasir Madang telah 

sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten 

Bogor Tahun 2024-2044. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan 

tanah yang sesuai dengan RTRW, yaitu sebesar 67,57%, sedangkan 

penggunaan tanah yang tidak sesuai sebesar 32,60%. Kawasan relokasi 

berada pada kawasan budidaya, yaitu Kawasan Permukiman Perkotaan dan 

Kawasan Pariwisata, dengan penggunaan tanah berupa kampung jarang 

yang sesuai dengan arahan peruntukan ruang. Hal ini menunjukkan bahwa 

kawasan relokasi telah mempertimbangkan kesesuaian tata ruang sehingga 

mendukung penyediaan hunian yang lebih aman bagi masyarakat 

terdampak bencana. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran 

yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Bogor 

Pemerintah Kabupaten Bogor bersama instansi terkait perlu meningkatkan 

pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan relokasi 

maupun wilayah sekitarnya agar tetap sesuai dengan RTRW Kabupaten 

Bogor Tahun 2024-2044. Selain itu, perlu memastikan seluruh 

rekomendasi teknis dari Badan Geologi dan PVMBG, terutama terkait 

perkuatan lereng, pengelolaan drainase, pengendalian aliran permukaan, 

serta pemeliharaan kawasan penyangga guna meminimalkan risiko 

bencana tanah longsor. 

2. Bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten 

Bogor 

DPKPP Kabupaten Bogor dapat melanjutkan pembangunan dan 

peningkatan sarana serta prasarana pendukung pada kawasan relokasi, 

seperti akses jalan, drainase, jaringan air bersih, dan fasilitas umum 

lainnya. Rekomendasi teknis dari Badan Geologi dan PVMBG terkait 

mitigasi bencana perlu diterapkan untuk menjaga keamanan dan 

keberlanjutan kawasan relokasi sebagai lingkungan permukiman yang 

layak huni. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara lebih mendalam mengenai 

keberlanjutan kawasan relokasi pascabencana, khususnya terkait aspek 

sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat setelah direlokasi. 

Penelitian juga dapat dilakukan dengan menggunakan data spasial yang 

lebih rinci dan pendekatan analisis risiko bencana untuk memperoleh 

gambaran yang lebih menyeluruh mengenai efektivitas penetapan kawasan 

relokasi dalam mendukung pembangunan wilayah yang aman dan 

berkelanjutan. 
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